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ABSTRAK

Peradilan Adat adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa masyarakat hukum
adat yang ada di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
menyebabkan timbulnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Nagari, dimana terdapat pengaturan mengenai Peradilan Adat yang berbeda dari
Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat pengaturan yang lebih signifikan mengenai Peradilan
Adat. Sehingga memungkinkan keberadaan Peradilan Adat terkhusus di Sumatera Barat
cukup jelas. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini antara lain : Bagaimana
Kedudukan peradilan adat berdasarkan Perda Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang
Nagari di Provinsi Sumatera Barat dan Bagaimana Implementasi dari putusan peradilan adat
dalam perkara di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif. Data yang digunakanpyaitu saté! 'TWT@' gleh dari penelitian kepustakaan
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dan data pendukung yaitu data SeKEfieler-n ara. Berdasarkan hasil penelitian
disimpulkan bahwa keduduka i, Pe /angdértuang pada Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nom { agari , belum diatur secara rinci
mengenai peradilan adat ol : ah sel nya, namun setelah lahirnya
Peraturan Daerah Provinsi Su T ném |2018 sudah diatur secara rinci
mengenai peradilan adat Serta ‘!% #m.: radilan adat memiliki berbagai
macam dilema dalam pelaksarg an te da
tidak mematuhi dari putusan pefiadita X:
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